
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN
NOMOR 7- TAHUN2021

TENTANG

PERUBAHANATAS PERATURANBUPATINOMOR 53 TAHUN2020 TENTANG
FORUM KOORDINASIPIMPINANDI DAERAHDANFORUM

KOORDINASIPIMPINANDI KECAMATAN

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk

menjaga terciptanya stabilitas nasional di Daerah, perlu

dilakukan upaya secara intensif koordinasi antar pimpinan

di Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa! 26 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dalam menunjang

kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum

di Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor II Tahun 2019

tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan

Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik,

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten

melaksanakan fungsi Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah Kabupaten.

d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 53

Tahun 2020 perlu diu bah;
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Mengingat

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020

tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum

Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ten tang Kejaksaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4439);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5166);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5568) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
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Menetapkan

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 ten tang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6396);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan

Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194).

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATI ATAS PERATURANBUPATI NOMOR 53
TAHUN2020 TENTANGFORUM KOORDINASI PIMPINANDI
DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI
KECAMATAN.

Pasall

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020

ten tang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum

Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2020 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Keanggotaan Forkopimda adalah :

a. Bupati selaku ketua;

b. Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai

anggota;
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c. Kepala Kepolisian Resort Musi Banyuasin sebagai anggota;

d. Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sebagai anggota;

dan

e. Komandan Distrik Militer 0401/Muba sebagai anggota;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu .a pada tanggal 11. jil'-'U2r1 ,j 2021

TtBUPATI MUSl BANYUASlNr

\
. DODI REZAALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal I:!> j.;lNIJ~i 2021

.I SEKR TARlS DAERAH 11.
KAB ATEN MUSl BANYUASIN,'It

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2021 NOMOR1
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